PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa pemungutan retribusi jasa umum ditujukan bagi

Mengingat

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh perorangan atau badan;

. bahwa terhadap muatan materi Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 perlu
mengubah Retribusi Pelayanan Pasar dan menambahkan jenis
retribusi yakni Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193j;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049,



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang
Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Tera dan Tera Ulang, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor
1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri Cj,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasall

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.

Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.

Pejabat yang ditunjuk adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai kewenangan memungut Retribusi Jasa
Umum.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,
atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.
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22.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/
atau proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampabh.

Tempat penampungan sementara adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu.

Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah.

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk
memroses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
kendaraan yang berjalan diatas rel.

Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang
yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang
termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih
dari 3500 kg.

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8
(delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang
bertanya tidak lebih dari 3500 kg.

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang
dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang
bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI,
kendaraan bermotor POLRI, alat berat antara lain
bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, excavator,
dan crane, serta kendaraan khusus penyandang cacat.
Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang
digunakan untuk angkutan barang.

Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi
singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang
secara permanent dengan menggunakan stiker pada
bagian samping kanan, kiri kendaraan bermotor.

Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk
buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian
setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan, atau kendaraan khusus.
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Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala
berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah
pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang
dipasang secara permanen pada tempat tertentu di
kendaraan.

Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor
jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus,
kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil
penumpang umum yang dioperasikan di jalan.

Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan
untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya
ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk
ditarik oleh kendaraan bermotor.

Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan
untuk mengangkut barang yang dirancang untuk
ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan
bermotor penariknya.

Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya
disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan
bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya.

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah
pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran,
dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah
terhadap  alat-alat pemadam  kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa
yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.

Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan
atau buatan manusia yang berada di atas maupun di
bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu
bidang datar dengan skala tertentu.

Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur
alam dan atau buatan manusia yang berada di
permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu bidang
datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan
georeferensi tertentu.

Peta Wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek
administratif dan atau fungsional.

Peta Tematik adalah peta yang menyajikan data dan
informasi tematik.

Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau
memberikan  keterangan-keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku,
dilakukan oleh  pegawai-pegawai yang  berhak
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang telah ditera.
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Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau
tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda
tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai
yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian
yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang belum dipakai.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah
Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran
yvang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Penyidikan adalah  serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik wuntuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan
tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

MO0 o

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,;

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.



3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas pasar,
jenis pasar, luas ruangan tempat usaha, usia bangunan,
letak strategis, jangka waktu, dan frekwensi.

4. Ketentuan dalam Lampiran Il diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

5. Setelah Bagian Kedelapan dalam Bab II ditambahkan 1
(satu) Bagian yakni Bagian Kesembilan, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 47a

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,
dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 48a
Objek Retribusi adalah:
a. tera sah dan tera batal; dan
b. tera ulang sah dan tera ulang batal.

Pasal 49a

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang yang
diberikan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 50a

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik,
jenis, kapasitas, tempat pelayanan, dan peralatan pengujian
yang digunakan.



Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 51a

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
dengan memperhatikan biaya operasional, jarak
tempuh, biaya pemeliharaan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan, dan kepastian hukum.

(2) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal,
tera ulang sah, dan tera ulang batal di tempat pakai
dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat ukur,
takar, timbangan, dan perlengkapannya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 52a

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 53a

(1) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah
jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu
pemanfaatan pelayanan tera/tera ulang.

(2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang
terjadi pada saat Pelayanan Tera/Tera Ulang atau sejak
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 2 (dua) Bab yakni
Bab XA dan Bab XB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 64a

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6

(enam)  bulan, sejak  diterimanya  permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XB
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 64b

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan
Retribusi Jasa Umum dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada yanggal 10 September 2018
PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,

RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan

pada tanggal 10 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

/‘27

MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 241-15/2018



LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PAMEKASAN

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA  ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

NO. JENIS PELAYANAN TARIF (Rp)

1. | Pemakaian kios dan los tertutup untuk
setiap hari atau sebagian (usia bangunan DEPAN BELAKANG
sampai dengan 10 tahunj):
Kelas I
Pasar Kolpajung 60(),00/m2 SOO,OO/m2
Pertokoan CLM 600,00/m? | 500,00/m?
Pertokoan Pasar Sore Baru 600,00/ m? | 500,00 / m?
Pertokoan Galeri Batik 600,00 /m2 500,00 /m2
Pasar Keppo 600,00/m? | 500,00/m?
Pasar Blumbungan 600,00/ m? 500,00/ m?
Pasar Pakong 600,00/m? | 500,00/m?
Pasar Waru 600,00/m? | 500,00/m?
Pasar Palenga’an 600,00/ m? 500,00/ m?
Kelas II
Pasar 17 Agustus 450,00/m2 4OO,OO/m2
Pasar Gurem 350,00/m? | 300,00/m?
Pertokoan Gurem Baru 350,00 /m2 300,00/ m?
Pasar Batu Bintang 350,00/ m? 300,00/ m?
Kelas III
Pasar Proppo 225,00/ m> 200,00/ m?
Pasar Duko Timur 225,00/m2 200,0()/m2
Pasar Galis 225,00/m? | 200,00/m>
Pasar Duwek Tinggi 225,00/m2 200,00/m2

2. | Pemakaian kios dan los tertutup untuk
setiap hari atau sebagian (usia bangunan
11 sampai dengan 20 tahun):
Kelas I
Pasar Kolpajung 500,00/ m? 400,00/ m?
Pasar Blumbungan 500,00/ m? 400,00/ m?




Pasar Pakong 500,00/ m? | 400,00 / m?
Pasar Keppo 400,00/m2 300,00/m2
Pasar Waru 400,00/m? | 300,00/m?
Pasar Palengaan 400,00/m? | 300,00/m>
Pertokoan Pasar Sore Baru 380,00/ m? 280,00/ m?
Pertokoan Galeri Batik 380,00/ m? | 280,00 / m?
Pertokoan CLM 280,00/m? | 180,00/m?
Kelas II

Pasar 17 Agustus 350,00/m? | 300,00/m?
Pasar Batu Bintang 300,00/ m? 250,00/ m?
Pasar Gurem 240,00/m? | 190,00/m?
Pertokoan Gurem Baru 240,00/m? | 190,00/ m?
Kelas III

Pasar Proppo 175,00/m? | 150,00/m?
Pasar Duko Timur 175,0()/m2 150,00/m2
Pasar Galis 175,00/m? | 150,00/m?
Pasar Duwek Tinggi 175,00/ m? 150,00/ m?
Pemakaian kios dan los tertutup untuk

setiap hari atau sebagian (usia bangunan

lebih dari 20 tahun):

Kelas I

Pasar Pakong 400,00/m? | 300,00/m?
Pasar Kolpajung 380,00/m2 280,00/m2
Pasar Blumbungan 350,00/m? | 250,00/m?
Pertokoan Pasar Sore Baru 300,00 /m2 200,00/ m?
Pertokoan Galeri Batik 300,00 /m2 200,00/ m?
Pasar Waru 300,00/m? | 200,00/m?
Pasar Palengaan 300,00/ m? 200,00/ m?
Pasar Keppo 290,00/m2 190,00/m2
Pertokoan CLM 225,00/m2 125,00/m2
Kelas II

Pasar 17 Agustus 250,00/m2 QOO,OO/m2
Pasar Batu Bintang 250,00/ m? 200,00/ m?
Pasar Gurem 180,00/rr12 130,00/m2
Pertokoan Gurem Baru

Kelas III

Pasar Proppo 125,00/m2 100,00/m2




Pasar Duko Timur 125,00/m2 100,0()/m2
Pasar Galis 125,00/m? | 100,00/m?
Pasar Duwek Tinggi 125,00 /m2 100,00/ m?

4. | Pemakaian los terbuka untuk setiap hari
atau sebagian
Kelas I
Pasar Kolpajung 250,00/ m? 250,00/ m?
Pertokoan CLM 250,00/m? | 250,00/m?
Pertokoan Pasar Sore Baru 250,00 /m2 250,00/ m?
Pertokoan Galery Batik 250,00/ m? 250,00 /m2
Pasar Keppo 250,00/m? | 250,00/m?
Pasar Pakong 250,00/m? | 250,00/m?
Pasar Waru 250,00/m? | 250,00/m?
Pasar Blumbungan 200,00/ m? | 200,00 / m?
Pasar Palengaan 200,00/m? | 200,00/m?
Kelas II
Pasar 17 Agustus 250,00/m2 QSO,OO/m2
Pasar Gurem 200,0()/m2 QOO,OO/m2
Pertokoan Gurem Baru 200,00 /m2 200,00/ m?
Pasar Batu Bintang 200,00/ m?2 200,00/ m?
Kelas III
Pasar Duko Timur QOO,OO/mQ QOO,OO/m2
Pasar Proppo 150,00/m2 150,00/m2
Pasar Galis 150,00/m2 150,00/m?
Pasar Duwak Tenggi 150,0()/1rn2 150,0()/m2

5. | Pemakaian tanah halaman pelataran 500,00 /mQ 500,00/ m?
bangunan pasar untuk setiap hari atau
sebagian
Hewan, Unggas, dan Binatang TARIF (Rp)

6. | Hewan besar seperti sapi, kuda, kerbau 7.000,00/ekor/hari

7. | Hewan kecil seperti kambing, domba 3.000,00/ekor/hari

8. | Unggas seperti ayam, itik 1.000,00/ekor/hari

9. | Binatang bersayap sejenis burung kecil 1.000,00/ekor/hari

10. | Binatang lainnya seperti ular, kucing, 1.000,00/ekor/hari

monyet
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LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah, dan Tera Ulang Batal
di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per unit):
1. Ukuran panjang (meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari
logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, dan depthtape):
a. sampai dengan 2 meter Rp. 4.000,00
b. lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter Rp. 8.000,00
c. lebih panjang dari 10 meter dihitung sebagai berikut:

1} 10 meter pertama Rp. 8.000,00
2) ditambah untuk tiap 10 meter Rp. 4.000,00
3) bagian dari 10 meter dihitung 10 meter:
meter taksi Rp. 25.000,00
2. Alat ukur permukaan cairan (level gauge) Rp. 100.000,00
3. Takaran (basah/kering):
a. sampai dengan 2 liter Rp. 500,00
b. 5 liter sampai dengan 25 liter Rp. 1.000,00
4. Tangki ukur mobil setiap kompartemen Rp. 100.000,00
5. Timbangan penunjukan bukan otomatis:
a. Neraca emas dan obat Rp. 20.000,00
b. Neraca biasa Rp. 10.000,00
c. Dacin Rp. 5.000,00
d. Sentisimal Rp. 15.000,00
e. Desimal Rp. 20.000,00
f. Bobot ingsut:
1} sampai dengan 500 kilogram Rp. 15.000,00
2) lebih besar dari 500 kilogram Rp. 50.000,00
g. Meja beranger Rp. 5.000,00
h. Pegas Rp. 10.000,00
i. Cepat:
1) sampai dengan 500 kilogram Rp. 15.000,00
2) lebih besar dari 500 kilogram Rp. 50.000,00
j. Elektronik (kelas III dan IV):
1) sampai dengan 500 kilogram Rp. 40.000,00
2) lebih besar dari 500 kilogram Rp. 100.000,00
k. Elektronik (kelas II):
1) sampai dengan 1 kilogram Rp. 60.000,00
2) lebih besar dari 1 kilogram Rp. 115.000,00

6. Anak timbangan:
a. ketelitian biasa (kelas M2 dan M3):
1) sampai dengan 1 kilogram Rp. 300,00
2) lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram  Rp. 600,00
3) lebih dari 5 kilogram sampai dengan 50 kilogram Rp. 1.000,00



b. ketelitian khusus (kelas F2 dan M1):
1) sampaidengan 1 kilogram Rp. 1.500,00
2) lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram  Rp. 5.000,00
3) lebih dari 5 kilogram sampai dengan 50 kilogram Rp. 10.000,00
7. Meter bahan bakar minyak:
a. Meter arus volumetrik, untuk setiap media uji:
1) Meter induk:

a) sampai dengan 25 m> /jam Rp. 100.000,00

b) lebih dari 25 m?> /jam sampai dengan 100 m?> /jam
Rp. 200.000,00

c) lebih dari 100 m3/jam Rp. 500.000,00
2) Meter kerja:
a) sampai dengan 25 ms/jam Rp. 50.000,00
b) lebih dari 25 m> /jam sampai dengan 100 m> /jam
Rp. 75.000,00
¢) lebih dari 100 m3/jam Rp. 100.000,00

B. Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah, dan Tera Ulang Batal
di Tempat Pakai atas dasar permintaan pemilik /pemakai (per unit):
1. Ukuran panjang (meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari
logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, dan depthtapej:
a. sampai dengan 2 meter Rp. 10.000,00
b. lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter Rp. 20.000,00
c. lebih panjang dari 10 meter dihitung sebagai berikut:

1} 10 meter pertama Rp. 20.000,00
2) ditambah untuk tiap 10 meter Rp. 10.000,00
3) bagian dari 10 meter dihitung 10 meter:
meter taksi Rp. 50.000,00
2. Alat ukur permukaan cairan (level gauge) Rp. 1.000.000,00
3. Takaran (basah/kering):
a. sampai dengan 2 liter Rp. 500,00
b. 5 liter sampai dengan 25 liter Rp. 1.000,00
4. Tangki ukur mobil setiap kompartemen Rp. 500.000,00
5. Tangki ukur tetap silinder tegak Rp. 7.000.000,00
6. Tangki ukur tetap silinder datar Rp. 3.000.000,00
7. Tangki ukur tongkang setiap kompartemen Rp. 500.000,00
8. Timbangan penunjukan bukan otomatis:
a. Neraca emas dan obat Rp. 50.000,00
b. Neraca biasa Rp. 40.000,00
c. Dacin Rp. 20.000,00
d. Sentisimal Rp. 50.000,00
e. Desimal Rp. 50.000,00
f. Bobot ingsut:
1) sampai dengan 500 kilogram Rp. 50.000,00
2) lebih besar dari 500 kilogram Rp. 100.000,00
g. Meja beranger Rp. 25.000,00
h. Pegas Rp. 50.000,00
i. Cepat:
1) sampai dengan 500 kilogram Rp. 50.000,00
2) lebih besar dari 500 kilogram Rp. 100.000,00
j. Elektronik (kelas lIl dan IV):
1) sampai dengan 500 kilogram Rp. 80.000,00

2) lebih besar dari 500 kilogram Rp. 200.000,00



k. Elektronik (kelas I}:

1) sampai dengan 1 kilogram Rp.
2) lebih besar dari 1 kilogram Rp.
1. Timbangan ban berjalan Rp.
m. Timbangan pengecek dan penyortir Rp.
n. Timbangan semi otomatis Rp.
o. Timbangan jembatan Rp.

9. Anak timbangan:
a. ketelitian biasa (kelas M2 dan M3):

1)
2)
3)
1)
2)
3)

1)

2)

3)

sampai dengan 1 kilogram
lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram

200.000,00
300.000,00
2.000.000,00
300.000,00
300.000,00
2.750.000,00

Rp. 300,00
Rp. 600,00

lebih dari 5 kilogram sampai dengan 50 kilogram Rp. 1.000,00
b. ketelitian khusus (kelas F2 dan M1):

sampai dengan 1 kilogram
lebih dari 1 kilogram sampai dengan S kilogram

Rp. 1.500,00
Rp. 5.000,00

lebih dari 5 kilogram sampai dengan 50 kilogram Rp. 10.000,00
10. Meter bahan bakar minyak:
a. Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji:

Meter induk:
a) sampai dengan 25 m> /jam
b) lebih dari 25 m> /jam sampai dengan 100 m>

¢) lebih dari 100 m®/jam
Meter kerja:

a) sampai dengan 25 m> /jam
b} lebih dari 25 m> /jam sampai dengan 100 m°>

¢) lebih dari 100 m>/jam
Pompa ukur bahan bakar minyak per nozzle

b. Meter arus turbin untuk setiap media uji:

1)

Meter induk:
a) sampai dengan 25 m> /jam
b) lebih dari 25 m®/jam sampai dengan 100 m°

¢) lebih dari 100 m®/jam
Meter kerja:

a) sampai dengan 25 m> /jam
b} lebih dari 15 m> /jam sampai dengan 100 m>

¢) lebih dari 100 m3/jam

Rp. 500.000,00
/jam

Rp. 750.000,00
Rp. 1.000.000,00

Rp. 250.000,00
/jam
Rp. 500.000,00

Rp. 1.000.000,00
Rp. 225.000,00

Rp. 500.000,00
/jam

Rp. 750.000,00
Rp. 1.000.000,00

Rp. 250.000,00
/jam

Rp. 400.000,00
Rp. 500.000,00
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